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ANALISIS PENGARUH JUMLAH INDUSTRI, TINGKAT PENDIDIKAN,
TINGKAT UPAH, BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah industri, tingkat pendidikan,
tingkat upah, belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah tahun 2012-2016. Data yang digunakan adalah data time series yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi
dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa jumlah industri, tingkat upah belanja pemerintah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap PDRB. Alat pengolah data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perangkat lunak (software) komputer eviews.

Kata Kunci : jumlah industri, tingkat pendidikan, tingkat upah, belanja
pemerintah, PDRB

Abstract

This study aims to examine the effect of the number of industries, education level,
wage level, government expenditure on the Regency / City GRDP of Central Java
Province in 2012-2016. The data used is time series data published by the Central
Statistics Agency. The analytical method used in this study is Regression analysis
with the Fixed Effect Model (FEM) method. Based on the results of this study, it can
be concluded that the number of industries, the level of government expenditure
wages have a positive and significant effect on GRDP. The data processing tool used
in this research is computer eviews software.

Keywords: number of industries, education level, wage level, government
expenditure, GRDP

1. PENDAHULUAN
Perekonomian di suatu negara dikatakan berhasil apabila masyarakatnya bisa
menikmati hidup yang sejahtera sebagai dampak positif dari kegiatan ekonomi yang
tumbuh positif. Dalam mencapai tujuan tersebut maka pembangunan ekonomi suatu
negara harus diperhatikan perkembangannya. Terjadinya kemajuan dalam
pembangunan ekonomi salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang
dicapai oleh negara tersebut. (dalam Jhingan, 2012: 57) pertumbuhan ekonomi
adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan
semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Perkembangan akan pembangunan ekonomi memberikan dampak pada

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon



Kuznets (dalam Jhingan 2010: 57) adalah kenaikan jangka panjang dalam
kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang
ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan
tekonologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan
menurut Tarigan (2005: 46) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana
terjadi pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di wilayah tertentu,
atau dapat dikatakan kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.
Selanjutnya dalam penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah.
PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam
wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi.
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Grafik 1. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Dari Grafik 1 diatas berisi data PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari

tahun 2012 sampai 2016. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki

kecenderungan naik atau meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2012 yang nilainya
sebesar 690,461 juta kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 726,652 juta,
kemudian terus meningkat sampai tahun 2016 sebesar 848,787 juta. Dengan terus
meningkatnya PDRB tiap kabupaten/kota berarti terjadi peningkatan aktivitas

perekonomian di setiap wilayah.



John Maynard Keynes (dalam Tarigan, 2005 : 48) berpendapat bahwa
pemerintah memiliki fungsi sebagai pengatur kegiatan perekonomian dalam rangka
menjaga tingkat pertumbuhan yang efisien.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh
dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian
hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat
pembangunan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak lepas dari

usaha keras bersama antara pemerintah dan masyarakat.
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Grafik 2. PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2012-2016 (persen)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dari Grafik 2 di atas berisi data PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dari
tahun 2012 sampai 2016. PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa mengalami
penurunan selama tahun 2012 sampai 2016. Provinsi DKI Jakarta menduduki
peringkat pertama di Pulau Jawa. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menduduki
peringkat ke-5 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Disini muncul permasalahan
yaitu tingkat PDRB Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal dari Provinsi Jawa
Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Padahal dari luas wilayah Provinsi Jawa
Tengah yaitu di atas 25% dari Pulau Jawa dan total penduduknya mencapai 34.19
juta jiwa pada tahun 2016 (BPS Jawa Tengah 2016) maka dari itu perlu dilakukan
penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Provinsi
Jawa Tengah tersebut.

Pesatnya pertumbuhan industri di pasar global maupun pasar domestik
berdampak pada meningkatnya persaingan diantara industri-industri tersebut.



Berbagai risiko, baik risiko yang rendah maupun risiko yang tinggi juga harus
dihadapi oleh perusahaan, kondisi inilah yang memicu pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Jawa Tengah (Julianto,Suparno, 2016).

Industri di Jawa Tengah merupakan salah satu komponen perekonomian yang
penting. Industri memungkinkan perekonomian berkembang pesat dan semakin baik,
sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian daerah.

Banyak industri-industri yang mulai bermunculan di Provinsi Jawa Tengah
terutama industri-industri besar dan sedang yang siap berproduksi untuk memenuhi
kebutuhan permintaan pasar di daerah Jawa Tengah.

Tabel 1. Jumlah Industri Besar Sedang dan Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-

2016
Tahun Jumlah Industri Besar Sedang Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Pertumbuhan
2012 3310 18,22% 80.583 16,73%
2013 3503 19,28% 80.339 16,68%
2014 3515 19,35% 99.681 20,70%
2015 3754 20,66% 105.140 21,83%
2016 4084 22,48% 115.751 24,03%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah industri besar dan sedang dari
tahun 2012-2016 mengalami peningkatan walau tidak banyak. Di tahun 2012 jumlah
industri sebesar 3,310 atau 18,22% dan di tahun 2016 jumlah industri sebesar 4,084
atau setara 22,48% dan industri kecil mengalami peningkatan, di tahun 2012 jumlah
industri kecil sebesar 80.583 atau 16,73% dan di tahun 2016 jumlah industri kecil
sebesar 115.751 atau sebesar 24,03%. Pertumbuhan industri besar sedang dengan
industri kecil masih kalah, kebijakan pemerintah harus mempermudah investor yang
ingin menanamkan modal agar pertumbuhan industri besar sedang bisa meningkat
dengan cepat setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah industri besar dan sedang
makan produksi barang akan bertambah perekonomian akan semakin berkembang
pesat dan semakin baik.

Faktor lain yang mempengaruhi PDRB adalah tingkat pendidikan. Sektor
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus di penuhi, untuk
mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan
peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi
modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan yang
berkelanjutan (Todaro, 2006). Menurut Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu

investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi . Sementara itu , upaya



dalam mengukur kualitas melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara melihat
Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.
RLS ini melihat rata-rata usia lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia
produktif, yaitu berusia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS di suatu daerah
maka akan semakin baik kualitas SDM yang dimilikinya.

Tabel 2. Rata-rata Usia Lama Sekolah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-

2016
Tahun Rata-rata Lama Usia Sekolah
2012 6.77
2013 6.80
2014 6.93
2015 7.03
2016 7.15

Sumber: BPS Provinsi Jaw Tengah
Pada tabel 2 di atas dapat dilihat RLS di Provinsi Jawa Tengah dari tahun

2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 RLS penduduk
mencapai 6.77 tahun yang setara dengan lulus jenjang SD. Pada tahun 2016 RLS
penduduk mencapai 7.15 tahun yang setara dengan tingkat SMP kelas 7. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jawa Tengah
menamatkan pendidikan di jenjang SD. Sementara itu, Badan Program Pembangunan
PBB menetapkan batas minimum untuk RLS suatu daerah adalah 15 tahun atau
setara dengan jenjang diploma / universitas. Maka dapat disimpulkan bahwa angka
tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi
Jawa Tengah.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka setiap orang membutuhkan
pekerjaan untuk mendapat gaji atau upah. Berdasarkan teori ekonomi, upah dapat
diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan
oleh tenaga kerja kepada para pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi
tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap , Sukirno
(dalam Sulistiawati, 2012: 200)

Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data UMK berdasarkan
KHL.



Tabel 3. Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016

Tahun KHL UMK
2012 864,330 837,855
2013 963,276 918,970
2014 1,108,706 1,082,369
2015 1,218,938 1,214,005

2016 1,412,988 1,417,864
Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Namun UMK masih di bawah KHL.

Adapun masing masing-kota memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda
beda. Ketentuan kenaikan rata-rata UMK tersebut tidak dapat disamaratakan karena
bergantung dari sejumlah indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemampuan
perusahaan di Kota masing-masing. Karena KHL adalah acuan untuk menetapkan
standar upah minimum suatu daerah. Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur
pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari peran belanja pemerintah. Pengeluaran
pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang
dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah
yang produktif maka semakin memperbesar tingkat ekonomi suatu daerah (Wibisono

2005). (Sodik,Jamzani, 2007), menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi
pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran
pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Belanja
tahun 2012-216 (dalam rupiah)

Tahun Belanja Tidak Langsung  Belanja Langsung  Total Belanja Daerah  Pertumbuhan

2012 8.858.046.481.726 2.588.797,623,408 11.446 .844.105.134 14,98%
2013 9.586.844.209.119 3.137.932,099,315 12.724.776.308.434 16,64%
2014 11.117.699.785.604 3.968.365,248,818 15.086. 065.034.422 19,74%
2015 12.690.256.149.029 5.130.504,346,313 17.820.760.495.342 23,31%

2016 14.045.265.019.369  5.309.109,806,614 19.354.374.825.983 25,32%
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah




Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa selama 2012-2016
pengeluaran yang dilakukan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah mengalami
cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pengeluaran pemerintah sebesar
11.446 triliyun rupiah atau setara 14,98%. Pada tahun 2016 sebesar 19.354 triliyun
rupiah atau setara 25,32%. Proporsi maupun perkembangan realisasi belanja
langsung yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung
menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan
konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar belum
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

1.1 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Apakah pengaruh jumlah industri terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah?

2) Apakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah?

3) Apakah pengaruh tingkat upah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah?

4) Apakah pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah?

5) Apakah pengaruh jumlah industri, tingkat pendidikan, tingkat upah, belanja
pemerintah secara bersama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1) Menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap PDRB Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah.

2) Menganalisi pengaruh tingkat pendidikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah.

3) Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah.

4) Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah.



5) Menganalisis pengaruh jumlah industri, tingkat pendidikan, tingkat upah, belanja
pemerintah secara bersama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel, yang formulasi
ekonometrik atau estimatornya adalah : LOG(Y)i = Po + PiLOG@INi
+B,LOG(PEND);t + PB3LOG(UMK);i + B4LOG(GEXP)it + s Estimasi model
ekonometrik data panel ini meliputi langkah-langkah (1) mengestimasi model data
panel Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model
(REM) (2) uji pemilihan model data panel dengan menggunakan Uji Chow, Uji
Lagrange Multiplier dan Uji Hausman (3) uji kebaikan model pada model data panel
terpilih dan Interprestasi R-Square (4) uji validitas pengaruh. Variabel-variabel yang
digunakan sebagai berikut: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah
Industri, Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, Belanja Pemerintah. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian
yang telah ada serta buku-buku, jurnal, serta website publikasi. Data yang digunakan
dalam penelitian ini bersumber dari Buku Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB
Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2016, BPS Statistik Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah tahun 2012-2016, BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Data Penelitian
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Grafik 3. PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.
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Pada Grafik 3 dapat dilihat bahwa PDRB semua kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah memiliki kecenderungan naik atau meningkat setiap tahunnya, pada
tahun 2012 yang nilainya sebesar 690,461 juta kemudian meningkat pada tahun 2013
sebesar 726,652 juta, kemudian terus meningkat sampai tahun 2016 sebesar 848,787
juta. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain
itu, dengan terus meningkatnya PDRB tiap kabupaten/kota berarti terjadi
peningkatan aktivitas perekonomian di setiap wilayah.

Tabel 5. Jumlah Industri Besar Sedang dan Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-

2016
Tahun Jumlah Industri Besar Pertumbuhan Jumlah Ir)dustri Pertumbuhan
Sedang Kecil
2012 3310 18,22% 80.583 16,73%
2013 3503 19,28% 80.339 16,68%
2014 3515 19,35% 99.681 20,70%
2015 3754 20,66% 105.140 21,83%
2016 4084 22,48% 115.751 24,03%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Pada Tabel 5 dapat dilihat jumlah industri besar dan sedang dari tahun 2012-
2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2012 jumlah industri sebesar
3310 dan di tahun 2016 jumlah industri sebesar 4084. Hal ini menunjukkan dengan
meningkatnya jumlah industri besar dan sedang setiap tahunnya akan membantu
memperbaiki perekonomian Jawa Tengah.
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Grafik 4. Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang Menamatkan pendikikan SMA

dan Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Pada Grafik 4 dapat dilihat jJumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
menamatkan pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi tahun 2012-2016 mengalami
peningkatan. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2012 penduduk yang menamatkan
pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi sebesar 24,776,557 juta jiwa dan pada tahun
2016 menjadi 26,033,294 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jawa



Tengah mengerti akan pentingnya untuk menamatkan pendidikan tinggi sehingga

jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi terus meningkat setiap tahunnya.
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Grafik 5. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012-2016
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Pada Grafik 5 dapat dilihat upah minimum kabupaten/kota (UMK) dari tahun
2012-2016 mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2012 upah
minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 877,855 ribu rupiah dan pada tahun 2016
sebesar 1,417,864 juta rupiah. Ketentuan kenaikan rata-rata UMK tersebut tidak

dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu pertumbuhan

ekonomi dan kemampuan perusahaan di Kabupaten/Kota masing-masing.

25.000.000.000.000

20.000.000.000.000

= Belanja Tidak
15.000.000.000.000 Langsung
/ = Belanja Langsung
10.000.000.000.000

Total Belanja

5.000.000.000.000 / Daerah

0 T T T T 1
20122013 201420152016

Grafik 6. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam, diolah.

Pada Grafik 6 dapat dilihat realisasi pengeluaran pemerintah belanja tidak
langsung dan belanja langsung cenderung mengalami kenaikan belanja tidak
langsung pada tahun 2012 sebesar 8,858 triliyun rupiah dan belanja langsung sebesar
2,588 triliyun rupiah di tahun 2016 belanja tidak langsung sebesar 14,045 triliyun
dan belanja langsung sebesar 5,309 triliyun rupiah. Proporsi maupun perkembangan
realisasi belanja langsung yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak
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langsung menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk
kepentingan konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang
besar belum mendorong tingkat PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Hasil Analisis

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel Cross Section
. Koefisien Regresi
Variabel

PLS FEM REM
C -10,98062 9,657742  9,206276
LOG(JI) 0,114573 0,017257  0,018079
LOG(PEND) 0,230115  -0,003445  0,014019
LOG(UMK) -0,136338 0,254019  0,236347
LOG(GEXP) 0,927402 0,122960  0,139392
R2 0,549206 0,999039  0,876510
Adj R? 0,538599 0,998771  0,873604
F statistik 51,77812 3721,084  301,6570
Prob F-Stat 0,000000 0,000000  0,000000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Tabel 7. Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Chow

Effect Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 1872,590954  (34,136) 0,0000
Cross-section Chi-square 1076,410602 34 0,0000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari Tabel 7 terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empiric
statistik F sebesar 0,0000 (<0,01), jadi H, ditolak, artinya model terpilih adalah

FEM.

Tabel 8. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman
Test Summary Chi-sg. Statistic Chi-sg. d.f Prob.
Cross-section random 95,795786 4 0,0000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 8 nilai p-value atau probabilitas dari Chi-square sebesar 0,000 <
0,01, jadi Ho ditolak maka model mengikuti Fixed Effect Model (FEM). Dari dua uji
pemilihan model di muka, terpilih model Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 9. Hasil Estimasi Fixed Effect Model
LOG(Y);,=9,657742 + 0,017257LOG(JI);t+ -0,003445LOG(PEND);; +
(0,0064)* (0,8170)
0.254019LOG(UMK);; + 0.122960LOG(GEXP);;
(0,0000)* (0,0000)*

R” = 0,999039; DW = 1,731325; F-stat = 3721,084; Sig.F-stat = 0,000000
Keterangan:*signifikan pada o = 0,01; **Signifikan pada a = 0,05; ***Signifikan
pada o = 0,10; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik.
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Tabel 10. Efek dan Konstanta Cross Section

No Kabupaten/Kota Effect Konstanta

1 Kabupaten Banjarnegara -0,336121 9,321621
2 Kabupaten Banyumas 0,496072 10,153814
3 Kabupaten Batang -0,385914 9,271828
4  Kabupaten Blora -0,289919 9,367823
5  Kabupaten Boyolali -0,023491 9,634251
6  Kabupaten Brebes 0,378035 10,035777
7  Kabupaten Cilacap 1,554566 11,212308
8  Kabupaten Demak -0,245826 9,411916
9  Kabupaten Grobogan -0,089967 9,567775
10 Kabupaten Jepara -0,039819 9,617923
11 Kabupaten Karanganyar 0,147492 9,805234
12 Kabupaten Kebumen -0,114539 9,543203
13  Kabupaten Kendal 0,299691 9,957433
14  Kabupaten Klaten 0,191229 9,848971
15 Kabupaten Kudus 1,247967 10,905709
16 Kabupaten Magelang 0,025940 9,683682
17 Kabupaten Pati 0,280747 9,938489
18 Kabupaten Pekalongan -0,303755 9,353987
19 Kabupaten Pemalang -0,219572 9,438170
20 Kabupaten Purbalingga -0,225205 9,432537
21 Kabupaten Purworejo -0,469816 9,187926
22 Kabupaten Rembang -0,501304 9,156438
23 Kabupaten Semarang 0,424286 10,082028
24  Kabupaten Sragen 0,192292 9,850034
25 Kabupaten Sukoharjo 0,148696 9,806438
26  Kabupaten Tegal 0,092811 9,750553
27 Kabupaten Temanggung -0,343378 9,314364
28 Kabupaten Wonogiri -0,024890 9,632852
29 Kabupaten Wonosobo -0,424313 9,233429
30 Kota Magelang -1,120479 8,537263
31 Kota Pekalongan -1,025238 8,632504
32 Kota Salatiga -0,776636 8,881106
33 Kota Semarang 1,684181 11,341923
34 Kota Surakarta 0,431129 10,088871
35 Kota Tegal -0,634953 9,022789

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dari Tabel 10 terlihat nilai p-value, probabilitas atau signifikan empirik
statistik F pada estimasi model memiliki nilai 0,00000 yang berarti signifikan pada o
= 0,01 maka Hy ditolak, kesimpulan model terestimasi FEM eksis.

Koefisien determinan (R?) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi.
Dari Tabel 8 terlihat nilai (R®) sebesar 0,999039. hal ini menunjukkan bahwa
persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
adalah sebesar 99,90%. atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang

digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 99,90% terhadap variabel
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dependennya. Sisanya 0,10% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi

tersebut.
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen
Variabel T sig. t Criteria Kesimpulan
log(JI) 2,767658  0,0064 <0,01 signifikan pada o= 0,01
log(PEND) -0,231797  0,8170 >0,10  Tidak signifikan pada o= 0,10
log(UMK) 12,45691  0,0000 <0,01 signifikan pada o= 0,01
log(GEXP) 6,116996  0,0000 <0,01 signifikan pada a = 0,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 11 terlihat variabel independen
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) di Provinsi Jawa Tengah adalah variabel Jumlah Industri (JI), Tingkat Upah
(UMK), Belanja Pemerintah (GEXP).

Variabel jumlah industri memiliki koefisien regresi sebesar 0,017257 dengan
pola hubungan logaritma-logaritma. Sehingga apabila Jumlah Industri naik sebesar 1
persen maka PDRB akan naik sebesar 0,017257 persen. Sebaliknya apabila Jumlah
Industri turun sebesar 1 persen maka PDRB akan turun sebesar 0,017257 persen.

Variabel tingkat upah (UMK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,254019
dengan pola hubungan logaritma-logaritma. artinya apabila UMK naik sebesar 1
persen maka PDRB akan naik sebesar 0,254019 persen. Sebaliknya apabila UMK
turun sebesar 1 persen maka PDRB akan turun sebesar 0,254019 persen.

Variabel Belanja Pemerintah (GEXP) memiliki koefisien regresi sebesar
0,122960 dengan pola hubungan logaritma-logaritma. Artinya apabila GEXP naik
sebesar 1 persen maka PDRB akan naik sebesar 0,122960 persen. Sebaliknya apabila
GEXP turun sebesar 1 persen maka PDRB akan turun sebesar 0,122960 persen.

Nilai konstanta dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
dapat dilihat pada Tabel 10 Nilai konstanta tertinggi dimiliki Kota Semarang, yaitu
sebesar 11,341923. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Jumlah Industri (J1),
Tingkat Upah (UMK), dan Belanja Pemerintah (GEXP) terhadap Produk Domestik
Regional Bruto, maka kota Semarang cenderung memiliki jumlah PDRB yang lebih
tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan, nilai konstanta terendah
dimiliki Kota Magelang sebesar 8,537263. Karena itu, terkait dengan pengaruh
variabel Jumlah Industri (J1), Tingkat Upah (UMK), dan Belanja Pemerintah (GEXP)
terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Kota Magelang cenderung memiiliki
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jumlah PDRB yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa
Tengah.

3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi Data Panel Cross-section menunjukkan bahwa Jumlah
Industri (JI), Tingkat Upah (UMK) dan Belanja Pemerintah (GEXP) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-
2016.

Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap PDRB dan signifikan.
Tingginya nilai investasi atau penanaman modal untuk meningkatkan jumlah
industri. Investasi merupakan sebuah motor perekonomian, karena semakin tinggi
investasi di daerah untuk menambah jumlah industri maka akan semakin
meningkatkan produksi barang atau produk yang dihasilkan dari sektor industri.
Maka dari itu semakin banyak investasi untuk menambah jumlah industri akan
mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Foengsitanjoyo Trisantoso Julianto dan Suparno
2016:229-256).

Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap PDRB dan tidak
signifikan. Berdasarkan Tabel 2 Rata-rata Lama Usia Sekolah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016, rata-rata penduduk Provinsi Jawa Tengah menamatkan
pendidikan di jenjang SD. Sementara itu, Badan Program Pembangunan PBB
menetapkan batas minimum untuk RLS suatu daerah adalah 15 tahun atau setara
dengan jenjang diploma / universitas. Maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut
menunjukkan masih rendahnya pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat Upah berpengaruh positif terhadap PDRB dan signifikan. Penetapan
upah minimum dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktifitas pekerja
atau buruh dan juga meningkatkan pertumbuhan produksi serta meningkatkan
penghasilan. Pemerintah memandang upah sebagai peningkatan kesejahteraan
masyarakat dimana jika upah yang ditetapkan semakin tinggi akan semakin
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pendapatan daerah.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wisnu Ari Wibowo
2013)
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Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap
PDRB dan signifikan. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka akan
menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan pengeluaran
pemerintah ini terjadi seiring dengan peningkatan kegiatan perekomian di suatu
daerah penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tommy Prio
Haryanto 2013: 3).

Berdasarkan hasil penelitian, maka pemerintah perlu membuat kebijakan
dalam mempermudah investor yang ingin membuka perusahaan industri besar di
Provinsi Jawa Tengah sehingga apabila jumlah industri bertambah maka membawa
dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah  sebaiknya
menyeimbangkan tingkat upah dengan kebutuhan hidup sehingga tidak terjadi
ketimpangan antara keduanya dan mengoptimalkan atau menambah fasilitas
penunjang perekonomian. Pemerintah juga diharapkan lebih berhati-hati dalam
penganggaran belanja operasional agar lebih efisien. Sehingga dapat meningkatkan
alokasi belanja modal seperti pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur agar

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

ditarik kesimpulan Uji validitas pengaruh (uji F) menunjukkan bahwa pengaruh

tingkat signifikan variabel Jumlah Industri berpengaruh positif dan signifikan

terhadap PDRB, variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap PDRB karena masih rendahnya pendidikan di Provinsi Jawa

Tengah, variabel Tingkat Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB,

variabel Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam mempermudah investor yang ingin
membuka perusahaan industri besar di Provinsi Jawa Tengah sehingga apabila
jumlah industri bertambah maka membawa dampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah sebaiknya menyeimbangkan tingkat upah dengan
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kebutuhan hidup layak sehingga tidak terjadi ketimpangan antara keduanya dan
mengoptimalkan atau menambah fasilitas penunjang perekonomian. Pemerintah
juga diharapkan lebih berhati-hati dalam penganggaran belanja operasional agar
lebih efisien. Sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal seperti
pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur agar dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah
variabel yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah serta menambah periode yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh

hasil yang representif.
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